
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

DINAS KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN I(ARANGANYAR
dan

BADAN PEI{ANGGULANGAN BEI'ICANA DAERAH KABUPATEN ]GRANGANYAR

N OMOR : 47 0 12565.1 2Nll2O2O

NoMoR :1zo/t68. t/y1 / zozo
TENTANG

HAK AKSES DAN PEI,'ANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU'IANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
PADA I.AYANAN PENANGGUIANGAN BENCANA DAERAH

Pada hari ini selasa tanggal sepuluh bulan november tahun dua ribu dua puluh, bertempat di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda
tangan di bawah ini, masing-masing :

I. ANY INDRI HASTUTI Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan
Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. SUNDORO BUDHI KA,RYANTO Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di
Jalan Brigjen Slamet Riyadi Bibis Jungke
Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
rrama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian
Kersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan nal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan
berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan
kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum lndonesia yang tidak mempunyai
hubungan vertikal dengan lnstansi tingkat pusat;

2. bahwa PIHAK KEDI,A adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di
bidarrg Penanggulangan Bencana Daeratr yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai
pihak yang berwenang mengurusi pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada layanan
BPBD Kabupaten l(aranganyar;
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3 bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomoi :470t............... tanggal ....1.I. Hovemoer 2ozo
perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, lp LAN dan User rD-development;4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan pencatatif,"siflt Kementerian
Dalam Negeri Nornor : 4TorliB3orDUKCAprL Tanggar 04 November 2020. '

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor-23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 201i tentang perubahan atas
Undang-Llndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependridukan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lenrbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5475);

2 Undang-Undang Nomor 14 -Iahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nonror 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20'10 tentang Pelaksanaan Undang-Unclang Nomor
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Repuhlik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembararr Negara Republik lndonesia Nomor 5149);4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor g7, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6219);

5. Peratumn Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah-dengan
Undang-Undang Nornor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomoi23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
berbasis Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 257);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor
184);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 -.-ahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten l(aranganyar Tahun 2014 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Letnbaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor I 13);

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serla Tata Ke;ja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 20"16 Nomor 93);

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian llak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan.
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PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor lnduk
Keperd-udukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda PenduCukElektronik dalam lingkup tugas
BPBD Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kervaiiban untr.rk :

a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NlK,
Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Buian/Tahun Lahir, Status
Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;

b. memfasilitasi Pll{AK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan
komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data
kependtrdukan;

c. memberikan user id dan password kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA;

d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. memberikan bimbingan teknis dan pendanrpingan teknis implementasi pemanfaatan
NlK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA rnempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan NIK yang sudah diiamin ketunggalannya dalam dokumen yang

diterbitkan PIHAK KEDUA;
b. memberikan data balikan berupa data Nomor lD Penerima Bantuan dan "lenis Bantuan

guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK KESATU;
c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses

dari PIHAK KESATU;
d. melakukan mekanisme akses data melalui Web Portal (call N/K,) dengan Jaringan

Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik;
e. memberikan layanan penanggulangan bencana daerah berbasiskan KTP Elektronik dan

tidak menrpertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP EleKronik, sesuai dengan

spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu secure access module (SAM);
g. nrenyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan

pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTP
Elektronik;

h. membantu sosialisasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik
melalui media sosial PIHAK KEDUA;

i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan
penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak
memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Pefianjian Kerjasama ini
telah berakhir.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

u

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;

PIHA DUA

ryla!$Jd dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran
PARA PIHAK dalam rangka verilikasi dan validasi data pada layanan PIHAK KEDUA melalui
Pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik.

PIHAK KESATU



b. menerima data balikan berupa data Nomor lD Penerima Bantuan dan Jenis Bantuan dari
PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh pIHAK KEDUA
berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk m6bngkapi database kependudukan; danc. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiahn, keutuhan dan
kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya
penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun
jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NlK,

Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, TanggaUBulan/Tahun Lahir, Status
Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;

b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NlK, Data
Kependudukan dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTp
Elehronik, atas biaya PIHAK KEDUA;

c. menerima user id dan passrarord dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan

d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan
jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga
kerahasiaan data kependudukan.

Pefianjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh
PARA PIHAK sampai dengan tanggal 9 Novenrber 2022 dan dapat diperpanjang. atas
persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

(1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah be:'akhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK
untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan

(2) adanya perubahan terhaoap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan
Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat
dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Keadaan memaksa sebagairnana dintaksttd pada ayat (1), adalah adanya kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjaniian
Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

('t) Apabila dikemudian hari timbul peimasalahan dalam perbedhan penafsiran dan' ' 
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara P,\RA PIHAK akan diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat.
(2) Dahh hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,

maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan pelaturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU PIHAK]GDUA
@ 5

Pasal 4
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Pasal 8
EVALUASIDAN PELAPORAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menrbuat laporan berkala pemanfaatan NlK, Data
Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan
bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAI( KESATU.

(2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukau dan KTP
Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDIJA sebagaimana dknaksud pada
ayat (1).

(3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan
KTP Elektronik sewaktu-wal<tu.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU
kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Dalam hal Pll1AK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat(2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian
Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya
yang dibubuhi materai cukup dan rnempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.
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PETUNJUK TEKNIS

Nomor : 470/ 2565.12/ Xll 2020
Hal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NlK,

Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingl,.up tugas Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, antara
Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor '. 470/ 2565.1,21 xll
2020 dan Nornor : 47Ol 468.I1 Xll 2020 tanggal 10 November 2020.

Peserta:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangan'/ar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

,__-, P-EMBAH-ASAN

lnfrastru ktur Network1 .Jaringan Komunrkr.,i Data (larkonrdat) Vang digunakan untuk
Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan

EPBD adalah Jaringan Tertutup (bukan rnternet) untuk
menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh
Diskominfo dengan besaran bandwidth L Giga byte.
BPBD Karangarryar akan mengalukan surat pernrohonan Akses

DWH Terpusat, lP LAN dan User /D kepada DisCukcapil.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b
dilampiri Surat PernyJtaan Penggunaarr Jaringan Tertutup.
Selanjutnya /P tAN diberikan oleh Disdukcapil kepada BPBD

setelah surat scbagaimana dimaksud pada huruf b diterima
oleh Ditjen Du kca pil.

Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan konrunikasi data
akan selesai dilakukan pa ling

November 2020.

BPBD melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi

data kependudukan melalui Web Portol.
Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses

verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputr :

Nomor KK

NIK

Nama lengka p

Jen is kelamin
Tempat lah ir

I anggall bulan/ tahun lah ir
Statu s perkawinan

J enis pekerjaan

Alamat seka rang

Hak akses verifikasi data kependudukan meialui Web Portal
BPBD sebagaimana dimaksud huruf b diiakukan melalui NlK.

Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka BPBD

mengajukan surat permohonan User lD kepada Disdukcapil
tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait
persetujuan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan '

Desember 2020.

lambat minggu kedua bulan

Sistem Aplikasi

I NO
I

KISEPAKATAN

2



SelanJutnya Disdukcapil rnemberikan sebanyak 1(satu) User lD

dtngan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK perhari

dcngan formar sebagaimana terla mpir.
Kolom ptrmohonan User /D dari BPBD kepada Disdukcapil I

mencantumkan:
Nomor lndukKependudukan
N ama Lengka p

Nomor lnduk Pegawai

St atus Kepegawaidn

labatan
Kode !V ilaya h Kanto r

N ama dan Alanrat Ka n tor
User lD lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal BPBD.

Output da(i huruf adalah usernome Con possword.

Penanggungjawab tlan pemohon User /D adalah Kepala BPBD,

yang berta nggu ngjawab penuh terhadap penggunaan User iD

tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data
pada layanan BPBD Kabupaten Karanganyar.

Disdukcapil menyerahkan User lD kepada BPBD paling lambat

2 (dua) minggu setelah surat permohonan User lD diterima.
Selaniutnya BPBD d:pat mengajukan besaran kuota hak akses

yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota,
dengan mengajukan surat permohonan pengajuan User lD
kepada Disdukcapil tembusan Dirje:r Dukcapi lterkait
persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir
bulan Desember 2020.

3 Aplikasi Data Balikan BPBD wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil
berupa data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten
Karanganyar.

Spesifikasi petuniuk teknis berupa JSON, script aplikasi data
balikan, pedoman penggunaan aplikasi, user nome, possword

dan Token untuk Web Portoi adalah sebagaimana terlampir.
BPBD me akukan implenrentasi hak akses data kependudukan
melalui Web Portol aplikasi data balikan dalam bentuk format
JSON,

Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :

Melode uplood Dato Exelatau csv.
Melode Form Online.

Metode Web Servlce.

BPBD melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data
balikan dengan menggunakan metode Web Service dan Uplood
Doto Exel.

BPBD dapat melakukan pengiriman data balikan melalui
aplikasi data balikan dengan metode Web Setvicedan lJplood

Doto Exel, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap
mengembangkan slstern aplikasi data balikan untuk daerah,
maka BPBD dapat mengirimkan data balikan melalui media
penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada

Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.

I
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4 Pera ngkat Pembaca KTP

Elektronik (Co rd Reode r )

Evaluasi dan Pela po ran

Lain - Larn

3PBD wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui
pengadaan Perangk,rt Pembaca \Cord Reoder) K-tP Elektronrk
minimal 1(satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1(satu)
tahun. i

BPBD melakukan prose; pengadaan Perangkat Pembaca (Cord

Reoder) KfP Elektrorrik secara mandiri kepada penyedia I

Perangkat Pembaca \Cord Reoder) KTP Elektronik.
BPBD walib melakrrkan pengajuan awal personalisasi dan

aktivasi kartu SAI/l yang terintegrasi di daiam Perangkat
Pembaca (Cord Reoder) KTP Elektronik pada Disdukcapil
melalui aplikasi SIFILMA pada URL

ht t ps://s;f i I rn o. ke m e n d o g ri.go. id.

lJser lD dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian

dari Petun.iuk Teknis ini. 
,

Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjan,ran

Kerjasama masih berlaku.
Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan
perpanjangarr, BPBD wajib mengembalikan configurotion file i

kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/

deaktivas SAM Cord Reader KFP Elektronik

5 Sebagai bentuk evaluasi berkala BPBD wajib membuat laporan

berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NlK, Data

Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap

semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau
nrelalui laman

http://pem a nfaata non line.d ukca pil. kemendagri.go. id.

Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NlK, Data

Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap
semester atas laporan BPBD sebagaimana dirnaksud pada

huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuharr.
Format laporan pemanfaatan data kependudukan
sebagaimana d,maksud pada huruf a, dapat diunduh dari
laman http://pemanfaatanonline.dukcapit.kemendagri.go.id.
Petunjuk Teknis ini adal.:h sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama r,ntuk dilaksanakan Para

Pihak.

Kontak person (PlC)dari masing-masing pihak :

Disdukcapil Kabup.''ten Karanganyar :

Gunawan, S.H., M.N4. . O85i.27588577
Mulyono Puji S, S.So:. :08232177188O
Eko Agus Santoso, S.Kom. :083857587055

BPBD Kabupaten Naranganyar :

Suwardi Aris rndriyatmoko : 081,3267 L31,7 7

Tri Waluyo, SE :08i129C6395

Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi

data balii<an dan hal-hal tekr,is lar:rnya dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
maka akan d ikoord in asika n sebelum;rya.
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DISDUKCAPIL

KABUPATEN KARANGANYAR

MULYONO PUJIS, S.Sos

NIK:3313092 3 7 70003

GUNAWAN, S.H., M,M,
NIK:33130507056400C1

Penanggung lawab penerima Hak Akses dari BPBD walib
menandatangani Surat Pernyataan Tanggung lawab Mutlak
(SPTJM)bermaterai.

Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data
kependudukan cjari BPBD wajib menandatangani ,!on-
Disclosure AEreement (NDA)/ pernyataan menjaga kerahasiaan

data.
BPBD mengintormasikan kepada Disdukcapi lterkait pergantran
pemangku jab3tan BPBD ataupun perubahan struktur
organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke

Kantor Disdukcapil ialan Kapten Mulyadi Cangakan

Karanganyar, dengan melarnpirkan dokumen-dokumen
pendukunS.

Dalarn halBPBD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil

dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasarna dan mencabut hak

akses oata kependudukan.
Disdukcapil dapat melakul<an evaluasj teknis pemanfaatan

data kepe nd ud u k: n sewaktu -wakt u.

Ka r a nga nya r, 21 Desember 202 0

MENG'TAHUI,

BPBD

KABU PATEN KARANGANYAR

SUWARDI ARIS INDRIYATMOKO, SE,MM
NIK:331309021166000

S.LrN DORO BUDHI KARYANTO, S.Sos

1520067 20101

Ii.,PBD
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Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SUNOORO BUDHT KARYANTO, S.Sos.

JABATAN Kepala Pelaksana Badan peranggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Ka ranga nya r

ALAMAT KANTOR : Jalan Erigjen Slamet Riyadi Karanganyar, Telepon (0271)
495997

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perlanlran
Kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten l(aranganyardan BPBD i(abupaten Karanganyar Nomor
470/2565.l2lxl12020 dan Nomcr: 4701468.1,1xt12020 tanggal 1o November 2020 tentang
Pemanfaatan Nonrorlnduk Kependud,-rkan, Data l(ependuduka,r, dan Kartu Tanda penduduk
Elektronik Calam lingkup tugas BPqD Ki bupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknrs) Saya
menyatakan:

1, Menjamrn kerahasiaan, keutuhan, keamanan darr kcbenaran, serta tidak dilakukan penyrmpan.n
terhadap Data Kependudukan Nasional yan.3 diakses oleh BPBD Kabupaten Karanganyar darr
Direktorat lenderal Kependudukan Can Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan
menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dal.rnr Neg,r,rr

Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pernberian Hak Akses dan Penranf.ratan Data Kependudukrn
2. Menjamin bahws Data Kependudukan Na;ional yang diakses oleh BPBD Kabupaten KaranBany.l

dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tioak
diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap intormasi yang diberikan oleh Direktorat lenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukarr

Nasionalyang bersifat rahasia. lnformasi "Rahasia' meliputi :

a. Data kependudukan;
b. Applicotion Progrommtng lnterfoce (APl) hak akses dotobose kependudukan;

c. lP Address Locol (lP LAN); dan

d. User lD.

3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan terrnasuk didalamnya kebijakan Sanksi

baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses

data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomcr 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan

peru n dang-u n da nga n pelaksan 3an nya.

4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan

perjanjian Ker.iasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil Proof ol

concept (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanSBung lawab mutlak BPBD Kabupaten

Karanganya r.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional

ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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SURAT PERNYATAAN TAI{GGUNG JAWAB MUTTAK
PEMANFAATAN DATA KEPEN DUDUKAN NASIONAL

Karanganyar, 21 Desember 2020

SUNDORO EUDHI KARYANTO' S.Sos.

Pembina Tk. I

NtP 19720620 199203 1002



LOKAS I BPBD Kabupaten Karanganyar
Jalan BrigJen Slamet Rryadi Karanganyar Telepon (0271) 495997

Saya memahami bahwa selama masa penugasan s?ya atau hubungan konsultasi, saya mungktn
memiliki akses terhad apinformasi Rahasia Drrektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatalan
Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses te:sebut drberikan melalui perlanlian dan kepercayaan

Oleh karena rtu, saya setuju untuk lrdak mengL rrEkapkan secara langsung atau tidak langsrrrrg

kepada pihak lain yaag rdak [.erwenang dan setulu untuk trdak memanfaatkan rnformasr

tersebut tanpa izin tertulis dari BPBD Kabupaten Karanganya,r bark selama atau setelah
berakhi|nya masa kerJasaya ta.,]pa terbatas masa berlakL,nya kerlasama termasuk pengetahuan
yang saya dapatkan berkaitan dengan 13hasra pekerlaan dan rnformasi rahasra lainnya kecLralr

untuk dan atas nama BPBD K3bupaten Karangar'ryar dan hanya dalam ruang Ingkup pekerlaan

Saya juga setuJu untuk mematuhr sernua kebrlakan dan prosedur dt DITJEN DUKCAPIL
mengenai akses data kependudukan dan kegratan terkart larnnya Saya menyadafl bahwa

ketentuan tni berlaku untuk seluruh rnformasr rahasra dar rprhak larn yang drpercayakan kepada

BPBD Kabupaten Karanganyar Namun. kern,aliban ini yang telah tersedia bagi masyarakal

umum atau atau yang diungkapkan prhak kettga kepada pihak larnnya tanpa kewaltban

menJaga kerahasiaa n

Setelah penugasan dr BPBD Kabupaten Karanganyar selesar. alau berakhrrnya hubungan kerla

saya setuju untuk segera rrenqen]baltkan selurLrh maten tertuIs. grafrs, atau perangkat ftstk rttrl k

BPBD Kabupaten Kararrganyar yang saya gunakan atau dl bavral^ kendali saya

Saya setuju bahwa setrao informasr yang drber kan ole\ DITJEN DUKCAPIL dalam kartanrry?l

dengan hubungan kerla rni akan dtanggap sebaga' DITJEN DUKCAPIL dan bersrfll rah:tsra

termasuk seluruh tnformast yang berhubungan ller]gan aktrvrtas pekerjaan r,lasa laiu sekarang

dan nanti, desain/:ayanan, dan peluang brsnrs larnnya

lnformasi "Rahas;a" rneltPuti

a lnformasi data kependudukan

b lnformasi lain yang berklasifikasi "Rahasla'atau ' lnternal'

c. Akses User VPN ( jika aCa )
d lP Server, user dan password server database aan aplikasl

inquiry dala kependudul<an ke Ditlen Dukcaprl

yang ada terkait pengecekan/

SURAT MENJAGA
KERAHASIAAN

Tandatan

Ref SOP No :

soP/PrAK 4/003

Klausul ISO 2700'1
A6l5Confidentralrty
Agreement

n

BPBDKabupatenKaranganyar Tanggal 21 Desember 2020

Jaten Baru RT OO4. RW 009. Kelui'ahan Sedayu. Kecamatan Jumantono

*Keterangan : semua operator wajib menandatanSrni surat Pernyataan MeniaSa Kerahasiaan Data

Nama

lnstansi

Alamat

Rumah

Tri Waluyo. SE



PROVIT{SI JAWA TENGAH
KABUPA TEN KARA}IGANYAR

NIK : 3:113041705800001
ih.r. iTRIWALUYO
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N omor
Sifat

Lampiran
Perihal

Tembusan

:4701 999 [*r ltat
: Penting
:1(satu)bendel
: Permohonan Akses DWH Terpusat,

lP LAN, User lD Development dan
Kuota Akses NIK

Karanganya!', 21 Desember 2020

Kepada:
Yth. Kepala Disd u kca pil

Ka b u paten Kara nganya r

di -

Menindaklarrjuti surat Kepala Drsdukcapil Karanganyar Nonror: 4101 2562.12/ Xll
2020 tanggal 10 November 2020 perihal Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan

Data Kependudukan, berkaitan dengan pelaksanaan teknis. tindak lanjut Perjanjian
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK antara Disdukcapil Nomor:
470/2565.12/Xl/202O dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor :

47O/468.1/Xl/2020 tanggal 10 November 2020 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para

Pihak.

Eersama ini kami mengajukan Permohonan Akses D'WH Terpusat, lP LAN, User lD

Development dan KuotaAkses NIK untuk Ptlayanan Per,anggulangan Bencana Daerah dan

bersama ini pula kami kirimkan data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH

Terpusat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan data
sebaga i berikut :

BPBD K rra n8a nya r
Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, l(aranganyar
Suwardi Aris lndriyatmoko, SE.MM

08132671.3177

Sundor o Brdhi Karyanto, S,Sos

33131s2006720001
79720620 199203 1 002
Kepala Pelaksana

B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :

a. Nama lengkap :Tri Waluyo, SE

b. NIK :3313041705800001
c. NIP : 19800517 201001 1005
d. Jabatan : Perencana Kebutuhan Logistik

e. Nomor HP :08112906395

C. Usulan Kuota Akses NIK :

a. 1.000 (seribu) Hit NIK per hari

Demikian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terinlakasih.
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PEMERINTAH KAB U PATEN KARANGANYAR
BADA.N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat:Jl. Briglen Slamel Riyadi No.- Bibis. Jungke. Karanganyar
Telp/ Faks (027 1\ 495957 E-rrail bpbd@karanqaIyarkab.go.id Kode Pos 5771 3

Karanganyar

A. Permohonan User lD :

a. Nama lnsta ns i

b. Alamat lnstan si

c. Nama PIC (Tekn is 1

d. Nomor HP PIC

e. Nama Pimpinan
f. NIK

g. NIP

h. Jabatan


